
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPTJNC
NOMOR 9 TAHUN 2OII

.T'ENTANG

PEJABAT PEITYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI LAMPTING

Menimbang

Mengirgat

DENGAN RAHI\IAT TUHAN YANG I\IAHA ESA

GUBERNT]R LAMPLTNG.

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn
Acara Pidana, kepada pegawai negeri sipil tertentu dapat diberikan wewcnang
khusus oleh undang-undang sebagai Penyidik sesuai dengan bidang
tugasnya;

b. bahwa dalam melakukan penegakan hukum keberadaan dan pcranan pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil pertu ditingkatkan kinerjanya sehingga
mampu menyelesaikan tugas dalam melakukan penyidikan ata"s pelanggaran
peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana;

c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat t lampung Nomor 11

Tahun 1986 tentang Penyidik Pcgawai Ncgeri Sipil Dalam Lingkungan
Propinsi Daerah Tingkat I Larpung dalam pclaksaraannya sudah tidak sesuai
dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a.

huruf b, daa huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah teota[g Pejabal
Penyidik Pegawai Negri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung;

l. IJndang-llndang Nomor 14 Tahun 1964 teotarg Pelnbentukan Daerah
Tingkat I lampung (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1964

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negnra Republik Indonesia Nomor 3Ml) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor E Tahun tg8l tentarg llukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l98l Nomor 76. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);

4. Undalg-Undang Nomor 2 Tahun 2@2 tentang Kepolisian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4168);

5. Unrlang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tcntang Pcmbentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 43119):

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20M tentang Pcmerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomol1437) sebagaimana tclah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48.14);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun l98l tentang llukum Acara Pidana (I-embaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indone.sia Nomor 3258) sebagaimana telah diutrah dengan
Perauran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lcmbaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5145);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3E Tahun 2007 teatang Pembagian Urusan
Pernerintahan Antara Pcmerintah, Pemcrintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan lJaerah Kabupate Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembamn Negara Republik Indoresia
Nomor 4737);

9, Peraturan Pcmerintah Nomor 53 Tahun 2010 tcntang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (Lcmbaran Negara Republik Indonq;ia Tahun 2010 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonxia Nonror 5135);

10. Pemtural Metrteri Dalam Negeri Nomor I Ta.hun 2003 tctttarg Pelryidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

ll. Keputuan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Keputusan Mentsri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman
Operasional Penyidik Pcgawai Ne-qeri Sipil Dalam Penegakan Hukum
Peraturan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negcri Nomor 8 Tahun 2003 tcntang PedorBn
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah;

14. Peraturan Menteri Hul<um dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04-PW.07.03
Tahun 2007 tcntarg Pctunjuk Pclaksanaan Pcngargkatan, Mutasi dau

Pemberhentian Penjabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Daerah Provinsi l.ampung Nomor 3 Tahun 2009 tontang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi l-ampung (Lcmbaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2009 Nomor f, Tambahan Lembaran [)aerah Provinsi
Lampung Nomor 333);

[6. Peraturan Daerah Provinsi l-ampung Nomor I I Ta]un 2009 terltallg
Organisasi dan Tatakerja Sekotariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2009 Nomor ll, Tambahan Lembaran Daerah Provin-si
Lampung Nomor 341);

1?. Peraturan Daerah Provinsi I-arpung Nonror 1? Tahun 2009 lentang
Organisasi dan Tatakerja lnspeldorat, Badan Per€ncanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Larnpung (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahuo 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi lampung Nomor 342)l

Dengsn PersetujBetr Bersrma

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR I-AMPTING

MEMUTUSK,AN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGA\{AI
NECERI SIPIL PROVINSI LAMPLING.



BAB I
KETENTUAN UMTJM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l. Daerah adalah Proviosi Lampung.

2, Gubernur adalah Gubcrnur Lampung.

3. Pejabat Peoyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat
PPNS, adalah pcgawai negeri sipil terteffu di LirgLrngan Pcmcrintah Dacrah
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Uodang untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang dan/atau Peraturan Daerah
yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah

4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang dndak pidana yang rerjadi dan guna mcnemukan
tersangka.

5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

(1) Kedudukan pejabat
Gubernur.

Pasal 2

PPNS di bawah dan bertanggung jawab kepada

(2) Mckanisme pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengaa Peraturan Gubemur-

Pasel 3

(l) Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran

undang- undang dar/a.tau Peraturan Daerah sesuai dengan dasar
penganBftataflrya.

(2) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian
Republik Indonesia.

Pagel 4

(l) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pejabat
PPNS mempunyai wewenang:

a, menerima laporan atau pengaduan dari seseotang mengenai adanya
tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;

b. mclakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

c. menluruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau sulat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil omng untuk didengar dan dipcriksa sebagai tersangka atau
saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan lrrkara;



Pasal 9

(I) Mutasipejabat PPNS d etapkan oleh Gubemur.

(2) Muta-si sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan
tembusannya disampaikan kepada Merteri yang menyelenggarakan urusan pemerintalan di
bidang hukum dan hal asasi manusia.

Pasal l0

Pemberhentian pejabat PPNS dari jabatannya karera:

a. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;

b. atas permintaan sendiri secara tertulis; dar/atau

c. tidak tagi bertugas di bidang teknls operasional penegakan hukum;

Pesel I I
(1) Pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 diusulkan oleh Gubernur

kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang hukum dan hak asasi

manusia mclalui Menteri Dalam Negeri.

(2) Usulan pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayal (l) harus disertai

dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

RAB V
PELANTIKAN DAN SIJMPAH/JANJI

Pasrl 12

(l) Calon pejabat PPNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat oleh Gubemur atau pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan un$an pemerintahan di bidang hukum
dan bak asasi manusia.

(2) Sebelum menjalankan jabalaDnya calon pejabat PPNS wa.iib dilantik dan mcngucapkan
sumpah atau menyatakan janji sesuai dengan agamanya ma.sing-masing.

Paral 13

( I ) Tata cara pengucapan sumpah atau pemyataan janji dan pelantikan pejabat PPNS terdiri dari:

a. pembacaan Keputusan Pengangkatan Pejabat PPNS;

b. pengucapao surnpah/pernyataan janji dihadapan saksi rohaniawan;

c. penandatangamn Berita Acara Peagucapan Sumpah/?ernyataan Janji: dan

d. pelantikan.

(2) Naskah Berita Acara Pengucapan Surpab./Pernyataan Janji dan Pelaltikan PPNS tercantum
dalam l-ampiran I yang merupakan bagian yang ridak r€rpisahkan dari Peraluan Daerah ini.

B-ABVI
KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

(1) Pegawai Negeri Sipil yaog telah diangkat sebagai pejabat PPNS dib€rikan Kartu Tanda
Pengenal.

(2) Kartu Tanda Pengenal pejabat PPNS ditardatangani oleh pejabat yang berwenang.

(3) Kartu Tanda Pengenal pejabat PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal
diterbitkan.

(4) Kartu Tanda Pengenal pejabat PPNS nreiupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.

(5) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana ilimaksud pada ayat (l) tercantum dalam
Lampiran II yang nrempakan bagiau tidak terpisahkan dari Peraturar Daerah ini.



Pasal l5

(1) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimalsud dalam Pasal l4 ayat (l) yang akan habis masa
berlakunya dapat diusulkan perpanjangan.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) diusulkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Lampung kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi [,ampung paling larnbat
2l (dua puluh satu) hari sebehirm masa berlaku Kartu Tanda Pengenal habis.

(3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus diajukan paling lambat 14 (errpat
belas) hari kerja sebelum masa berlaku Kartu Tanda Pengenal berakhir oleh Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi I-ampung kepada pejabat yang berwenang.

(4) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengcnal sebagaimana dimaksud pada ayzt (2) dan
ayat (3 ) ditandatangani o leh pejabat yang berwenang.

(5) Kelcngkapan usulan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal pejabat PPNS diatur dengan
Peraturar Gubernur.

Pasal l6

(1) Pelaksanaan operasional penegakan peraturan perundang-undangan oleh pejabat PPNS
dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Parnong Praja kovinsi tampung.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
( I ) diatur dengan Peraturan Gubcrnur.

BAB VII
PELAKSANAAN OPER,{SIONAL

BAB VIII
PEMBINAAN DANPENGAWASAII

BAB D(
PAKAIAN DAII ATRIBI,TT

Prssl lt
Dalam menjalankan tugas operasionalnya, pcjabat PPNS dilengkapi pakaian dan atribut PPNS

Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 17

(1) Pembinaan dan pengalr/itsao pejabat PPNS meliputi pcmbinaan umum. pembinaan t€knis dan
pembinaan operasional.

(2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan opera-sional pejabat PPNS dilairsanakan oleh Tim
Pembina PPNS.

(3) Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi tampung.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( l) diatur dengan Peraruran Gubemur.

(l)
(2)

Pasal l9

Biaya pelaksanaao tugas penyidikan dan pcmbinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketcntuan peraturan perundang-
perundangan.



BAB }
KETENTUAI\ PENUTTJP

Prsel 20

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Lampung ll Tahun 1986 tentang Peryidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Propinsi
Daerah Tingkat t Lampung dicabut dao dinyatakan tidak bertaku.

Pasal 2l

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundargkan.

Agar setiap orang mengetahuinla, memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada taflggal

GUBERNUR I,AMPUNC,

S.IACHROF,DIN 7,P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal

SEKR!]'I'ARIS I)AERAH PROVINSI I,AMPUNG.

lr. RllRl,IAN TIHANG. M.M.
Pembine Utama Madya

NrP. r9601I l9 198803 I 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2OII NOMOR9



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 2OI I

TENTANG

PEJABAT PEITYIDIK PECAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM

Keberadaan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau pejabat PPNS di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung selama ini mempunyai peranan penting dan merupakan ujung
tombak dalam proses penegakan hukum terutama dalam melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran ketentuan pidana yang dimuat di dalam Peraturan Daerah.

Dengan telah terjadinya pcrgescran sistcm penyelenggaraan pemerintahan daerah dari
sentralistik menjadi otonomi daerah yang ditandai dcngan terbitnya bebcrapa undang-undang
yang mengatur t€ntang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali mengalami perubahan,
menyebabkan terdapamya pembahan struhur organisasi dan tugas penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dijalankan olch Pemerintah Provinsi Lampung, rermasuk
pengaruhnya tsrhadap kedudukan dan tugas pejabat PPNS di daerah.

Dengan terbitnya Pcraturafl Pemeri&tah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan PemerintalBn antaE Pcmerintah. Pemeridahan Daerah Provinsi dan Pemcrintahan
I)aerah Kabupaten/Kota, maka lingkup tugas Pemerintah Provinsi Lampung dalam kerangka
pcnegakan hukum yang dilalcukan oleh pcjabat PPNS tidal tagi hanya terbatas pada penegakan
hukum Peratuan Daerah Provinsi l-ampung semata, tetapi melua-s pada penegakan hukum
sebagaimana diatur dalam peraturan peruundang-undangan yang berlaku lainnya. Berda^sarkan
pertimbangan dimaksud- sangatla} dimungkinkan bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk
dapat memperkuat sistem penegakan hukum terscbut, dengan jalan mengusulkan pegawai negeri
sipil tedentu di Iingkungan Pemerintah Provinsi Larnpung untuk diangkat menjadi pejabat PPNS
sebagai pengawal peraturan perundang-undangan.

Dengan telah diterbitkannya Peraturao Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. yang telah diubah ke dalam Pcraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. serrakin memp€rtegas kedudukan dan pelaksanaan tugas dar
trngsi pcjabat PPNS selama ini untuk discsuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum
dalam masyarakat. Penerbitan peraturan pemerintah dimaksud benujuan untuk meningkatkan
kinerja dan profesionalitas pejabar PPNS dan melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya,
yang salah satunya dengan meningkatkan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pcjabat
PPNS.

Penetapan Pcraturan Dacrah ini diharapkan akan mampu menja*'ab kesimpangsiuran
yang terjadi dalam pelaksanaan tugas operasional penegakan hukum yang dilaksanakan oleh
pejabat PPNS selama ini, disamping itu melalui penetapan Peraturan Daerah ini akan mampu
nenertibkan keberadaan, pengusulan, pengangkatan, pembinaan dan perga\ asan serta
pemberhentian pejabat PPNS.

Pcningkatan efsklivitas penegakan hukum peraturan perundang-undangan dan/atau
Pcraturun Dacrah olch pcjabat PPNS juga akan tliatasi dcngan kesatuan komundo dalant
pelaksanaan operasional dimana semua pelaksanaan opsrasional penegakan hukum pcraturan

perundang-undangan dal,/atau Peratuan Daerah harus terencana dan terkoordinasi melalui

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi l,arnpung, sehingga pejabat PPNS yang tersebar di

beberapa DinaVinstansi teknis lidak melalqrkar opcrasional scndiri-sendti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas



Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8

Culup Jelas

Pa,sal 9
Cukup Jelas

Pasal l0
Cukup Jelas

Pasal I I
Cukup Jetas

Pasat 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayar (l)
Yang dimaksud dengan pembinaan umum adalah pemberian pedoman, bimbingan,
pelatihan, arahan dan supervisi yang berkahan dengan pemberdayaan pejabat PPNS;

Yang dimaksud dengan pembinaaa operasional adalah petunjuk teknis Operasional
pejabat PPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi t arnpung;

Yang dimaksud dengan pembinaan teknis adalah pcmbinaan yang dilakukan oleh
Mentsri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Republik lrrdonesia,
dan Jaksa Agung bese(a jajarannya di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
C\kup Jetas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal l8
Cukup Jelas



Pa.sal 19

Cukup Jelas

Pa-sal20
Cukup Jelas

Pasal 2l
Cukup Jelas

TAMBAIIAN LEMBARAN DAERAH PROVTNSI LAMPUNG NOMOR 356



LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : TAIIUN 201I
TANGGAL .. 2OI1

NASKAH BERITA ACARA PENCAMBILAN
SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PEJABAT PPNS

I. NASKAH BERII-A ACARA P[-,NCAMBII,AN STIMPAH/JAN.II Pl]JABAT PPNS

A. Bagi peureluk Aganrl Islam.

Pada hari ini ............tanggal ......bulan ....... tahun ..... dengan mengambil tempat di
saya, Nama --..-...-.... NIP -......... Pangkat/Golongan ...,.... Jabatan .-..--.........-

dengan disaksikan olch 2 (dua) orang saki, masing-masing:

L Nama:
2. Nama:

NIP
MP

-. -...-.-. -.-- Pangkat/Golongan ...
.......--..... Pangkat/Golongan,-.

telah mengambil sumpah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama ........................
NIP...........................Pangkat/Golongan.......... Yang diangkat berdasarkan Keputusan
Meateri l{ukurn dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ...... tanggat .......
pcjabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkal dan mengucapkan sumpah
sebagai berikut:

" Demi Allah. saya bersumpah ":

- Babwa saya, untuk dia:rgkat renjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan
taat sepcnuhnya kepada Pancasila, Undang-undang f)asar 1945, Ncgara dan Pemerintah.

- Bahwa saya. akan mentaati segala peraturan psrufldang-udangan dan melaksanakan tugas
kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengaMian, kesadaran dan
tanggungjawab.

- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan
martabat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara dari pada keT,entingan saya sendiri, seseorang ataupun
golongan.

- Bahwa saya, akan memegang rahasia scsuatu yang memrrut sifatnya atau menurut perintah
harus saya rahasiakan.

- Babwa saya, akan bekerja dengan Fjur, tertib, cemrat darr b€rsemangat untuli kepentingan
bangsa dan negara pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya.

Dcmikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGIC{T SLMP,AH. YANG MENGAMBIL SLI\4P,{H.

SAKSI.SAKSI

ROHANiAWAN PEJABAT LAIN

(. .... .. .. .... . .. . .. I

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

(...............,

I

...... )

.,,,......,...)



B. Bagi perreluk Agarna Krislen.

Pada hari ini ............tanggal ......bulan ....... tahun ..... dengan mengambil lempat di
say4 Nama --..---..-... NIP -....-.-.- Pangkat/Golongan..--.... Jabatan................

dengan disaksikan oleh 2 ldua) orang saksi, ma-sing-masing:

3. Nama : ...
4. Nama : ...

MP .............. Pangkat/Golongan ...........
NIP PangkaVGolongan ...........

YANG MENGANGKAT SUMPAH, YANG MENGAMBIL SUMPAH.

SAKST.SAKSI

ROHANIAWAN PE.'ABAT LA]N

telah mengambil surryah pejabat Penyidik Pegawai Ncgeri Sipit Nama........................
NIP.................---.-....-Pangkat/Golongan.-.-.-.... Yang diangkat bsrdasarkan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoresia Nomor ...... tanggal ..-....
pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan surnpah
sebagai berikut:

" Dcmi Tuhan Al,a[ saya berjanji ":

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pcjabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan sctia dan
taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

- Bahwa saya- akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas
kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengaMian, kesadaran dan
tanggung,awab.

- Bahwa say4 akan senantiasa menjunjung tinggi kchormatan Negara, Pemerintah dan
martabat pejabat Penyidk Pegawai Ncgeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang ataupun
golongan.

- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuaru yang rncnurut sifatnya atau menurut perhrah
harus saya rahasiakan.

- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, te.tib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan
bangsa dan negara pada umumnya dan Provinsi Lanpung pada khususnya.

Demikiantah Berita Acara Pengarnbilan Sumpah/Janji ini dibuat dengan sebenamya untuk
dapat digunakan scbagaimana mestinya.

.......)(.........,..............................) (........

(........................................) ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )



C. Bagi peureluk Agama Hindu

Pada hari ini ............tanggal ......bulan ....... tahun ..... dengan mengambil tempat di
say4 Nama............. NIP .......... Pangkat/Golongan ...-.... Jabatan ........-.......

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

I Nama :

2. Nama:
MP
NIP

.... Pangkat/Golongan .

.... PangkaVGob ngan .

telah mengambil sumpah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama ........................
NIP ......--.-............. -...Pangkat/Golongan .........- Yang diangkat berdasarkan Keputusan
Menteri llukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia Nomor ...... targgal .......
pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkal dan mengucapkan sumpah
sebagai berikut:

"Om Atah Paramawisesa, saya bersuupah ":

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan
taat sepenuhnya kepada Panca.sila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

- Bahwa saya, akan mentaati segala peraruran perundang-undangan dan melaksalakal tugas
kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan
tanggungiawab.

- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan
martabat pcjabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseoraflg ataupun
golongan.

- Bahwa say'a. akan memegang rahasia sesuatu yang rnenurut sifatnya atau menurut perintah
harus saya rahasiakan.

- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan
bangsa dan negara pada umumnya dan Provinsi Larryrung prada khususnya.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dapat digumkan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH, YANC MENGAMBTL SUMPAH,

SAKSI-SAKSI

ROHANI AWAN PEJABAT LAIN

... )(. (........................................)

(........................................) (........................................)



D. Bagi pemeluk Aganra Budha

Pada hari ini ..,.........tanggal .....-bulan....... tahun ..... dengan mcngambil tempar di
saya" Nama .- .-..------ NIP ..-.--.-.- PangkaVGolongan.-,....- Jabatan .-..---.....-.-.

dcngan disaksikan oieh 21dual orang saksi, masing-masing:

1. Nama:.......
2. Narna: -......

NIP .............. Pangkat/Golongan .

NIP .............. PanlkrrcobnEun ..... -...

telah mengambil sumpah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama ..-.....................
NIP.....-.-....---....-.-.--..PangkaVGolongan...-.-.... YanB diangkat berdasarkan Keputusan
Menteri Hul-un dan IIak Asasi Manusia Republik Indonesia Norror ...... tanggal .......
pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mcngucapkan surrpah
sebagai berikut:

" Dcmi Sang Ilyang Adi Rudh4 saya bersunpah ":

- Bahwa saya. untuk diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan
taat sepcnuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemcrintah.

- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas
kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengaMian, kesadaran dan
t;rnggungjawab.

- Bahwa saya, akan senantiasa mcnjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemcrintah dan
martabat pcjabal Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan saya sendti, seseorang ataupun
golongan.

- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang rnenurur sifatrya atau mcnurut perintah
harus saya rahasiakan.

- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan
bangsa dan negara pada umumoya dan Provirui Lampung pada khususnya.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan SumpahiJanji ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dapat digunakan scbagaimana mestinya.

YANG MENGANCKAT SUMPAH, YANG MENGAMBIL SUMPAH,

SAKSI.SAKSI

IIOHANIAWAN PEJABAT LAIN

(.

(.

..............1

..............)

(........................................)

( . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )



E. Bagi penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini ............tanggat......bulan....... tahun..... dengan mengambil ternpat di
say4 Nama ............. NIP .......... Pangkat/Golotrgan .,...,.. Jabatan

dcngan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

l, Nama; .......
2. Nama : ....-.-

NIP
NIP

Pangkat/Golongan ..
Pangkat/Golongan ..

telah mcngambil sumpah pejabat Penyidik Pegawai Ncgeri Sipit Nama .-......................
N[P...............-...........PaagkaVGolongzn.-.--...-. Yang diangkat berdasarkan Keputusan
Merteri Huk-um dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor .-...- tanggal .......
pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah
sebagai berikut;

" Demi Tuhan Yang Maha Es4 saya menyatakan dan bcrjanji dengan sungguh-surgguh":

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan
taat sepenuhnya kepada Panca.sila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

- Bahwa saya. akan mentaari segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas
kedinasan yang dipercayaftan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan
tanggungjawab.

- Bahwa say4 akan senantiasa menjunjung tinggi kchonnatan Negara, Pemerintah dan
martabat pejabat Penyidik Pegawai Ncgeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan saya seudti, seseomng ataupun
golongan.

- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesualu yang mcnurut sifatnya atau menurut pcrintalr
harus saya rahasiakan-

- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cerrnat dan bers€mangat unruk kepentingan
balgsa dan negara pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya.

Deurikianlah Berita Acara Pengambilan SunrpahiJanji ini dibuat dengan sebenamya untuk
dapat digunakan s€bagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH, YANG MENGAMBIL SUMPAH.

SAKSI-SAKSI

ROH.ANIAWAN PEJABAT LAIN

(........................................),,...., ,,,,.,)

...............)I (...... t



II. }-ASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PEJABAT PPNS

Dengan mengucapkan slukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufik-Nya
pada hari ini................. tanggal ........... saya lanrik Saudar:a-saudaa dalam jahatan scbagai

pejabat Penyidik Pegawai Ncgeri Sipit yaitu :

l. Nama

2. Nama

3. Nama

4. dan seterusnya

Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas d€ngan sebaik-baiknya sesuai

dengan tanggung jawab y'ang dibcrikan

Pejabat yang melantik,
Kepala Daerdh atau Pejabat yang ditunjuk,

Dto.-
(.........

GUBER\UR LAMPUNG,

SJ CHROEDIN Z.P.



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPT,NG
NOMOR : TAHUN 201I
TANGGAL : 201I

FORMAT KARTU TAND-{ PENGENAL
PEJAB.A.T PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Uhrar

2x3

KARTU TAI{DA PENGENAL
PEI{YIDIK

PEGAWAI T'IEGERI SIPIL

GT] B}-,Ii.\UR I,AMPUNG.

SJACHROF,DIN Z.P.

- Nomor
- Nama
- Pangkat
- Jabatan
- Keputusan Mentcri

Hukum dan HAM
- Nomor
- PPNS pada
- BerlaLrr sanpai

tanggal

NIP

. GUBERI\T-UR aau Pejabar yang

Ditunju\

(Nama Lsngkap)


